KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 78 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG IJIN PENUMPUKAN HASIL HUTAN

DAN PERKEBUNAN

MENTERI DALAM NEGERI,
Menimbang
:
a. 
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 19 Tahun 2004 tentang Ijin Penumpukan Hasil Hutan dan Perkebunan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang iebih tinggi;
b. 
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 19 Tahun 2004 tentang Ijin Penumpukan Hasil Hutan dan Perkebunan, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat
:
1. 
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

2. 
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. 
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. 
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. 
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyeienggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

7. 
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Memperhatikan
:
Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-018/MK. 10/2005 tanggal 15 Maret 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan 
:

PERTAMA
:
Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 19 Tahun 2004 tentang Ijin Penumpukan Hasil Hutan dan Perkebunan, dengan alasan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, karena peraturan daerah tersebut tidak memuat secara keseluruhan ketentuan mengenai nama, objek, dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, sanksi administrasi, tata cara penagihan dan tanggai mulai berlakunya.
KEDUA
:
Agar Bupati Lamandau menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 19 Tahun 2004 tentang Ijin Penumpukan Hasil Hutan dan Perkebunan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini,

KETIGA
:
Keputusan mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 April 2005

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd,

H. MOH. MA’RUF

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. 
Presiden Republik Indonesia.

2. 
Wakil Presiden Republik Indonesia.

3. 
Menteri Keuangan Republik Indonesia.

4. 
Gubernur Kalimantan Tengah.

5. 
Ketua DPRD Kabupaten Lamandau .

